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PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUN 201O
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat konsolidasi demokrasi di 
Kabupaten Kayong Utara melalui sejumlah pembaruan 
yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan 
Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan Partai Politik; 

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor
83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan kepada Partai Politik, beberapa ketentuan dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 28 
Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 
Politik Kabupaten Kayong Utara perlu dilakukan 
perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a  dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Kayong Utara Nomor 28 Tahun 2010 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten 
Kayong Utara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Propinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 2007 Nomor 8, tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4682);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5351);

8. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2010 tentang Bantuan 
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara 
Nomor 56);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

dan
BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUN 201O TENTANG 
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN 
KAYONG UTARA.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 28 
Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Kayong 
Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 56) diubah sebagai 
berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam  Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kayong Utara.

4. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kayong Utara. 

6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh 
sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan 
kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela 
kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta 
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 
Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945.

7. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara 
proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah yang penghitungannya berdasarkan jumlah 
perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD  
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong 
Utara.

9. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP 
adalah pengurus partai politik di tingkat Nasional yang ditetapkan 
berdasarkan hasil keputusan Munas/Kongres/Muktamar atau sebutan 
yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi 
Manusia.

10. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD 
atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat provinsi 
yang  ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau 
sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai 
Politik.

11. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC 
atau sebutan lainnya adalahpengurus partai politik di tingkat Daerah 
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yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau 
sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai 
Politik.

12. Badan Pemeriksa Keuangan, selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga 
negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana 
penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai
Politik.

(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari 
APBD.

(3) Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan untuk melaksanakan 
pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat paling sedikit 
60 % (enam puluh persen).

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) 
bertujuan untuk:
a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter 

bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. 

(2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan 
kegiatan:
a. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu 

Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 

b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia 
dalam membangun etika dan budaya politik; dan 

c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan. 

(3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender 
untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila. 

4. Diantara Pasal 18 dan 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A yang 
berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 18A

(1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari dana 
APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa 
paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

(2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan 
pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah selesai dilakukan 
oleh BPK paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

(3) BPK menyampaikan hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban 
penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada 
Partai Politik paling lama 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan selesai 
dilakukan. 

5. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan 
dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara 
berkala 1 (satu) tahun sekali kepada pemerintah setelah diperiksa oleh BPK 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong 
Utara.

Ditetapkan  di Sukadana
pada tanggal 27  Mei  2013   

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana 
pada tanggal 27 Mei  2013
           
        SEKRETARIS DAERAH 
   KABUPATEN KAYONG UTARA,

         HENDRI SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2013 NOMOR 6      
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUN 201O
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

KABUPATEN KAYONG UTARA

I. UMUM

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 
kepada Partai Politik, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara 
Nomor 28 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 
Kabupaten Kayong Utara, perlu diubah agar sesuai dengan kebutuhan 
hukum dan perkembangan keadaan. 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai 
Politik, mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya 
konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui sejumlah pembaruan yang 
mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan Partai Politik serta 
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Partai Politik. 

Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut Partai 
Politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBD sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan, yang diberikan secara proporsional kepada 
Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya 
berdasarkan jumlah perolehan suara.

Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Partai Politik maka 
penggunaan bantuan keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk 
melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat. 
Materi pendidikan politik berkaitan dengan pendalaman mengenai 4 (empat) 
pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal 
Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; pemahaman mengenai hak 
dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya 
politik; dan pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan 
berkelanjutan.

Selain itu, Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan dari APBD kepada BPK 
secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) 
bulan setelah tahun anggaran berakhir dan BPK sudah selesai memeriksa 
laporan tersebut 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya 
BPK menyampaikan hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban 
penerimaan dan pengeluaran tersebut kepada Partai Politik paling lama 1 
(satu) bulan setelah pemeriksaan selesai dilakukan.

Peraturan Daerah ini memuat ketentuan mengenai pemeriksaan laporan 
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan kepada 
Partai Politik yang bersumber dari APBD oleh BPK guna menindaklanjuti 
ketentuan Pasal 34A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang 
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Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. 
Penggunaan nomenklatur pemeriksaan dalam Peraturan Daerah ini dalam 
rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I
Angka 1

Pasal 1
Cukup Jelas

Angka 2
Pasal 14

Cukup Jelas

Angka 3
Pasal 15

Cukup Jelas

Angka 4
Pasal 18A

Cukup Jelas

Angka 5
Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal II
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 84


